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KEPUTUSAN

 KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOMOR HK.02.02.3A.06.24.197 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOMOR : HK.02.02.3A.3A4.05.23.94 TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

Menimbang   : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam  Pasal  6 ayat (1) 
Peraturan Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan
(Jabatan Pimpinan Organisasi Penyelenggara) Badan Pengawas
Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

Mengingat           :   1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5038).

2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang  Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan   Lembaran N
egara Republik Indonesia Nomor 5357);

3.  Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

4.  Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5.  Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
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6.  Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22
Tahun  2020  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit
Pelaksana Teknis di  Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan  Makanan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020  Nomor  1003)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor 22  Tahun
2020 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2022 Nomor
1111);

7.  Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor 1156);Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

8.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Cipta  Kerja  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG STANDAR
PELAYANAN BALAI BESAR PENGAWAS  OBAT  DAN
MAKANAN DI PADANG

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang
selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua  :   Standar  Pelayanan  sebagaimana   dimaksud dalam diktum
Kesatu terdiri atas :

1. Pelayanan informasi Obat dan Makanan;
2. Pelayanan pengaduan Obat dan Makanan;
3. Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga;
4. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE);
5. Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI);
6. Penerbitan rekomensasi sertifikat pemenuhan aspek Cara Pembuatan 

Kosmetika yang Baik (CPKB);
7. Penerbitan sertifikat/ rekomendasi sertifikat izin penerapan Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
8. Penerbitan rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang 

Baik  (CPOTB) secara bertahap.
9. Penerbitan rekomendasi permohonan notifikasi kosmetika.
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Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

diktum Kedua merupakan acuan bagi :
1. Balai Besar POM di Padang;
2. masyarakat;
3. stakeholder; dan
4. aparat pengawasan dalam penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

Keempat :     Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KEPALA  BALAI  BESAR  PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PADANG,

${ttd}

ABDUL RAHIM
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